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PENETAPAN
Nomor 310/Pdt.P/2020/PA.Tgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan

penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Didik Eko Winarno bin Mukani, NIK 3522062203790001, tempat dan tanggal
lahir Bojonegoro, 22 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan
pedagang, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, tempat kediaman di Jalan Pesut, RT.07, Kelurahan
Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai
Kartanegara, sebagai Pemohon |

Metaq Rizky Amalia Tjukup binti Tjukup, NIK 6402065909831003, tempat dan
tanggal lahir Kediri, 19 September 1983, agama Islam,
pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir Sekolah Dasar,
tempat kediaman di Jalan Pesut, RT.07, Kelurahan Timbau,
Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,

sebagai Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon Il di muka

sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon | dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal
24 Juni 2020 telah mengajukan itsbat nikah yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No0.310/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

%7

310/Pdt.G/2020/PA.Tgr tanggal 24 Juni 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah secara Islam di Desa
Sidobandung, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa
Timur, pada tanggal 19 Desember 2015, dengan wali nasab saudara
kandung Pemohon Il yang bernama Sutarno, yang kemudian mewakilkan
kepada imam kampung yang bernama Jamilun untuk menikahkan dan
pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama lamidi
dan Poko dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh
ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon | berstatus duda cerai
hidup berdasarkan Akta Cerai yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama
Bojonegoro pada tanggal 23 Juli 2015 berdasarkan Putusan Pengadilan
Agama Bojonegoro Nomor : 0374/Pdt.G/2015/PA.Bjn dan Pemohon Il
berstatus perawan dan antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak mempunyai
hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya
pernikahan;

3. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il belum pernah memiliki Buku Nikah dari
Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Tenggarong. Berdasarkan surat
pengantar isbat nikah nomor: B-735/Kua.16.02.04/PW.01/06/2020, tanggal
17 Juni 2020;

4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon | dan
Pemohon Il hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan
belum dikaruniai anak;

5. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengurus permohonan isbat nikah ini
bertujuan agar pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il dapat dicatat pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai
Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya
akan dipergunakan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan mengurus
Administrasi lainnya sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon |
dan pemohon II;
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Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut, Pemohon | dan Pemohon I
memohon kepada Pengadilan Agama Tenggarong agar memutuskan sebagai
berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon |, Didik Eko Winarno Bin
Mukani dengan Pemohon I, Metaq Rizky Amalia Tjukup Binti Tjukup, yang
dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2015 di Desa Sidobandung,
Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;

3. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar biaya
perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa pengumuman permohonan itsbat nikah
yang diajukan oleh Pemohon | dan Pemohon Il pada Radio Pemerinjtah
Kabupaten Kutai Kartanegara selama 14 (empat belas) hari dan terhadap
pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon |
dan Pemohon Il telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menyatakan menyatakan mencabut
permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon | dan Pemohon |l telah mencabut
permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai
sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini.
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan itsbat
nikah yang diajukan oleh Pemohon | dan Pemohon Il yang beragama Islam,
maka sesuai Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a)
angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-
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Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini
merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon | dan
Pemohon |l dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten
Kutai Kartanegara, maka sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini merupakan kompetensi relatif
Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan
itsbat nikah dan oleh karena itu, sesuai Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam
di Indonesia maka Pemohon | dan Pemohon Il mempunyai legal standing untuk
mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama, Pemohon | dan
Pemohon Il mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mencabut
perkaranya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan merupakan
hak Pemohon untuk mencabut perkaranya, maka sesuai Pasal 271 Rv Majelis
Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk mencabut perkara tersebut patut
dikabulkan, dan oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan
setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam
perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka
seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Penggugat;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencabut
perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 310/Pdt.P/2020/PA.Tgr dicabut;
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3. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu
rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 12 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Nahdiyanti, S.H.I.
sebagai Ketua Majelis, Ismail, S.H.l. dan Nor Hasanuddin, Lc., M.A. masing-
masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Azizah,
S.H.l. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon
1.

Ketua Majelis,

Ttd

Nahdiyanti, S.H.I.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,
Ttd Ttd
Ismail, S.H.I. Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,
Ttd

Siti Azizah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP Rp 60.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Pengumuman Rp 60.000,00
4. Biaya Panggilan Rp 300.000,00
5. Biaya Meterai Rp 6.000,00
Jumlah Rp 476.000,00
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(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Tenggarong

Muhammad Rizal, S.H.
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